
Pelayanan Harmonisasi Rancangan Keputusan Bupati
No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Pengantar,

2. 2. Resume Rancangan Keputusan Bupati yang berisi : a. Alasan pembentukan keputusan bupati; b. 

Dasar hukum/peraturan peruu; c. Sasaran yang akan diwujudkan;dan d. Ruang lingkup pengaturan

3. 3. Rancangan Keputusan Bupati,

4. 4. Foto Copy DIPA/RKA OPD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon menyampaikan Surat Pengantar, Resume Keputusan Bupati, Rancangan Keputusan 

Bupati, Foto Copy DIPA/RKA, Foto Copy Peraturan Peruu terkait dan Kontak Person yang bisa 

dihubungi ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. b. Pemohon menerima bukti 

penerimaan c. Koordinasi harmonisasi/pembulatan konsep. d. Penomoran

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Pemohon menerima penomoran Surat Keputusan Bupati

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. harmonisasi, pemantapan dan pembulatan Rancangan Keputusan Bupati

Pengaduan Layanan

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Jalan Untung Surapati No. 2 80714 036621045 

Pemerintah Kab. Klungkung / Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 Jan 2025 pukul 21:17. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8104096/pemerintah-kab-klungkung/pelayanan-harmonisasi-rancangan-keputusan-bupati


Melalui Email : bagianhukum2017@gmail.com.

Melalui telepon (0366) 21045.

Secara langsung kepada Tim Pengelola Pengaduan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Klungkung.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Jalan Untung Surapati No. 2 80714 036621045 

Pemerintah Kab. Klungkung / Bagian Hukum Sekretariat Daerah
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